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KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong (Parmout),
ditantang berbagai kalangan untuk segera
menuntaskan dugaan korupsi dana panjar kas
senilai Rp3,8 miliar. Ini dibutuhkan keseriusan
dan keberanian Kejari menuntaskannya.

Oleh: TIM MERCUSUAR

Karena saat ini, Kejari Par-
mout terkesan belum menye-
riusi kelanjutan penyelidikan
kasus panjar kas Rp3,6 miliar.
Apalagi kasus panjar kas itu,
telah berdampak pada laporan
keuangan Pemkab Parmout,
dengan memperoleh opini dis-
claimer dari BPK RI selama dua
tahun berturut turut.

Padahal, dalam proses penye-
lidikan Kejari telah memanggil
sejumlah pihak terkait, untuk
dimintai keterangan, dianta-
ranya Bendahara Umum Dae-
rah, Alimun, Kabag Perlum
Setda Adruddin Nur dan mantan
Kasubag Rumah Tangga Bagian
Perlum Setda, Ahlan Latandu.

Demikian dengan mantan
Kasubag Rumah Tangga, Ahlan
Latandu, diperiksa Senin (26/9)
hly, dalam kapasitan jabatannya
pada tahun 2007 lalu. Pada
tahun 2007, terdapat panjar kas
pada Bagian Perlum Setda

senikai Rp1,5 miliar yang belum
dipertanggunjawabkan hingga
saat ini.

Sebagaimana diketahui, dana
panjar kas ditemukan BPK RI
pada Dinas Pengelohan Keua-
ngan, Kekayaan dan Aset Dae-
rah (DPPKAD) Parmout. Panjar
kas jasa pembahasan APBD
tersebut terjadi pada TA 2008,
yang terbagi dalhm-dua tahap.
Tahap pertama senilai Rp450
juta dan tahap kedua senilai
Rp150 juta, sehingga totalnya
adalah Rp600 juta.

Informasi yang berhasil
diperoleh, dana sebesar itu
digunakan untuk memuluskan
pembahasan APBD TA 2009 di
DPRD Kabupaten (Dekab)
Parmout. Untuk itu, dalam
penyelidikannya Kejari Parigi
telah memanggil sejumlah peja-
bat untuk dimintai keterangan.
Mereka yang dipanggil dianta-
ranya Bendahara-Umum Dae-

rah, Alimun, Kabag Perlum
Setda Parmout, Adruddin Nur
dan mantan Kasubag Rumah
Tangga Bagian Perlum Setda,
Ahlan Latandu.

FOKUS BANK SULTENG

Kasi Intel Kejari Parigi, Deni
Kurniawan ketika ditemui Ke-
ran ini- mengatakan, pihaknya
masih fokos menelusuri infor-
masi jika dana sebesar Rp 1,5
M, ternyata mengendap di PT
Bank Sulteng. “Kami masih
fokus pada kasus panjar kas
tahun 2007. Rencananya kami
akan memanggil Kepala PT
Bank Sulteng Parigi, sehubu-
ngan dengan adanya informasi
jika dana sebesar Rp 1,5 Miliar
tersebut ternyata ada mengen-
dap di PT Bank Sulteng”
ujarnya.

Menurut Deni Kurniawan,
pihaknyatidak serta merta akan
mempercayai jika dana panjar
kas tahun 2007 pada Bagian
Perlum Setda telah dikembali-
kan dan tersimpan di PT Bank
Sulteng. “Tentu informasi ini
butuh penelusuran terlebih
dahulu,” tandas Deni.

Sesuai informasi yang diteri-
ma pihak kejaksaan, Kepala
DPPKAD Parmout, Abdul Rajab
Pokay menjelaskan, jika dana
panjar kas pada Bagian Perlum
Setda tehh dikembalikan ke kas

daerah mehlui PT Bank Sulteng
Cabang Parigi.

“Hanya saja ketika itu pihak
PT Bank Sulteng tidak sempat
memasukkannya kembali ke
kas daerah, sehingga pihak BPK
RImengaggapkan sebagai pan-
jar kas yang belum dikem-
balikan ,’jelas Abdul Rajab,
belum lama ini.

HARUS DIKEMBALIKAN
Sejumbah anggota dan mantan
anggota’ DPRD Kabupaten
(Dekab) Parmout, didesak
segera mengembalikan dana
panjar kas jasa pembahasan
APBD, sebagaimana diungkap-
kan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Parmout, Abdul Rajab Pokay.
Menurut Rajab Pokay, upaya
mengembalikan dana tersebut
ke kas daerah dimaksudkan
agar tidak terjadi penikian dis-
claimer dalam pengelolaan
keuangan APBD Parmout 2011.
“Paling tidak tahun ini dana
tersebut sudah harus disetor ke
kas daerah. Jika tidak, pastikan
opini disclaimer masih akan
melekat pada laporan pertang-
gungjawaban keuangan APBD
Parmout 2011,” kata Rajab
Pokay di Parigi, Kamis (6/10).
Rajab Pokay menjelaskan,
sesungguhnya iakurang paham





image3.jpeg
terhadap masalah pencairan
panjar kas jasa pembahasan
APBD tersebut. Karena saat itu
posisi Kepalh DPPKAD Parmout
masih dijabat Anwar Yabi.
“Pengucuran dana itu dikbkukan
tahun 2008. Pak Anwar Yabi
yang jadi kepala DPPKAD saat
itu,” kata Rajab Pokay.

Informasi yang dihimpun
Mercusuar menyebutkan, dana
jasa pembahasan APBD Par-
mout yang dikucurkan saat itu
sebesar Rp600 juta. Dana
diserahkan ke sejumlh anggota
Panitia Anggaran (panggar)
Dekab Parmout periode 2004-
2009.

Sementara, sejumlah sumber
menyebutkan, pengucuran
dana itu dimaksudkan untuk
memuluskan dan memper-
lancar proses pembahasan

APBD Parmout tahun 2009..

Sebagian besar mantan anggota
Panggar Dekab periode 2004-
2009, saat ini masih menjadi
anggota Dekab periode 2009-
2014.

TEMUAN BPK

Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulteng Dadang
Gunawan mengatakan,

penihian dischimer didasarkan
pada besaran presentase
temuan, yakni 6,14 persen dari
cakupan pemeriksaan senilai
Rp1,09 triliun, meliputi neraca
sebesar Rp317, 30 miliar yang
terdiri atas aset senilai
Rp271,67 miliar dan kewajiban
senilai Rp45,63 miliar.

BPK memberi batasan
lingkup pemeriksaan pada item
temuan pemberian panjar kas
kepada bendahara pengeluaran
SKPD belura dipertanggung-
jawabkan per 31 Desémber
2009 sebesar Rp3,80 miliar;
pembagian keuntungan atas
penyertaan modal pada PT
Bank Sulteng tahun 2008 sebe-
sar Rp752,22 juta disetor kem-

bali sebagai tambahan penyer-
taan modal Pemkab Parmout,
tidak melalui mekanisme dan
ketentuan berlaku.

BPK juga memeriksa temuan
belanja penunjang operasional
(BPO) pimpinan DPRD dibayar-
kan secara tunai setiap bulan
dan belum dipertanggungja-
wabkan sebesar Rp114,24 juta,
pembayaran rangkap atas biaya
perjalanan dinas pejabat dan-
pegawai sebesar Rp87,88 juta
dan terdapat realisasi belanja
perawatan kendaraan dinas
yang dibayarkan secara tunai
yang melebihi ketentuan sebe-
sar Rp190,85 juta, dan belum
dipertanggungjawabkan
sebesar Rp195,64 juta.***
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